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BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR S TAHUN 2000

TENTANG
PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penvelenggaraan Pemerintaha
dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebaga; pelaksanaan Pasa 111
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, teia
ditetapkan Ke '.”sw. Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1899 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

L. Bahwa bcrdabarkdn Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Norﬁor

64 Tahun 1998, maka Peraturan Desa periu diatur dengan Peraturan Daer

i Hﬁdau(l Urniar;g Nomor 13 Tahun 1850 teniar g pf—‘”lL)l—‘Hll_kflrl Daerah-daeran
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah |

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1889 Nomeoer 60, Tambahan Lembaran Negara Nomeor
3839) ;

3. Undang-undang WNomor 25 Tahun 19SS tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 189S Nomor 72,

-7

Tambahan Lembaran MNegara

Nomor 3848) :
4, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
at

Kotamadya Daerah Tingkat || Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat il Tegal
{Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3321) ;
Keputusan Presiden MNomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan, Dan  Bentuk Rancangan Peraturan
Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
§. Peraturan Menteri Dalam NMNegert Momor 4 Tahun
Beberapa Peraiuran Menieri Dalam Negeri, Keputu
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Peiaksa.--
Nomor § Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
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7. Keputusan Menteri Eu m Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunju
Peiaksanaan dan Penyesuaian Daiam Penyeienggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1938 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetuiuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSIKAN . o s o v s
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERATURAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4,

~

©

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;

Bupati adalah Bupati Tegal ;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota ;

Camat adalah Kepala Kecamatan ;

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan cleh Pemerintah Desa
dan Badan Perwakilan Desa,;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa |

Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setelah
dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan
Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di
Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan umum perundang-undangan yang
berlaku ;

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adaiah Badan Perwakilan
yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB I
BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB il
MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa harus memuat hai-hal yang menyangkut :

1.

w N

Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan Desa ;
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;

Segala sesuatu yang membebani keuangan Desa



"

4. Segala sesuatu yang merupakan larangan dan kewajiban yang membatasi dan membebani hak-
hak masyarakat.

Pasal 4

Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh :

1. bertentangan dengan kepentingan umum ;

2. bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;

3. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang
Pemerintahan Desa ;

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama
Penyusunan Rancangan

Pasal 5

{1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepaia Desa dan / atau BPD selambat-lambatnya tiga
hari sebelum rapat BPD untuk menetapkan Peraturan Desa dimaksud.

(2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa
harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengaturan Rapat

Pasal 6

(1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasai 5 Peraturan Daerah
ini, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
a. Sekurang-kurangnya 2/3 (du pertiga}) dari jumiah anggota BPD |
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta disaksikan oleh Camat atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Camait. '

(2) Dalam hal jumiah anggota BPD yang hadir kurang dari jumiah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, maka harus diadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah
rapat pertama.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 7
(1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat serta harus mencerminkan keinginan
masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2) Pengambilan keputusan dalam rangka penetapan Peraturan Desa diupayakan secara
musyawarah dan mufakat.
(3) Apabila dalam penetapan Peraturan Desa tidak dicapai kata sepakat, maka pengambilan
keputusan dilakukan melalui suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Desa

Pasal 8

(1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepaia Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Peraturan ... .
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(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak memeriukan pengesahan
Bupati.

BABV
BERITA ACARA

Pasal 8§

(1) Dalam setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
a. Materi Peraturan Desa yang dibahas ;
b. Jumiah dan Unsur Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat Desa yang hadir |
c. Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
(2) Bentuk Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
tercantum pada Lampiran |l merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Vi
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 10

(1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa.

(2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu
oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepaia Desa.

(4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tercantum dalam
Lampiran il yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

(2) Dalam rangka pengawasan, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa dan Keputusan
Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Bupati dan Camat, selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah ditetapkar.

(3) Apabila Peraturan Desa dan atau keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan ternyata
bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang
Pemerintahan Desa, Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa maupun Keputusan Kepala
Desa dimaksud.

Pasai 12

(1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan
Kepala Desa kepada BPD.

(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan dalam
kesempatan rapat BPD.

BAB Vil
KEDUDUKAN PERATURAN DESA
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Pasal 13
Peratdran Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan
Peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.
BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 14
Dalam rangka mewujudkan Peraturan Desa sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Daerah ini,
Camat melakukan pembinaan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah
ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan

Daerah ini, harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur oleh Bupati.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Disahkan di Slawi

Dlundangkan di Slawi
S s = 2 7 Mei X000

TAHUN NOMOR



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG
PERATURAN DESA

PENJELASAN UMUM

Ranwa dalam upaya tu—rr’mmkafar: kKelancaran ru-»nye;aleru

.-. ~— e-Ta MNmaml A A4
EI A |

peiaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Fasal 111 Undang-un NGO
1998 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Men ten Dalam Negeri
Nomaor 84 Tahun 1999 faqfahn Pedoman Umum Pahnatc ran Menagenai Desa

TS &) iR

b

Rahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Ke

"utUb an Menteri Dalarm Negeri Nomor 64
Tahun 1998, maka Peraturan Desa periu diatur dengan P

eraturan Daerah
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 sampai dengan Pasal 17 | Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR
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tentang Peraturan Desa
NOMOR 1 9 Tahun 2000
TANGGAL - 25 Mei 2000
PERATIRAN DESA . KECAMATAN ... ..
KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukar
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingt ungan Propmss: lawa !engan
Ui iar g-undand Nomor 22 Tahun 19¢

<

{(Lembaran "Jégara Tahun 189S Nx_mx_ar GG, Ta luahau Lembarar
Negara Nomor 3839) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1889 tentang Perimbanga

{ r
Keuangan Antara Pemerintan Pusat dab Daerah (Lembaran Negarz
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tegal dan Kabupaten Daeraf
Tingkat Il Tegal

e

Keputusan P;es;den Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundanq undangan dan Bentuk Rancangar
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangar

Keputusan Presiden |

Peraturan Menteri Dalam N'g'ri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam negeri, dan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai
Pelaksanaan Undangundang Nomor & Tahun 1979, tentang
Pemerintahan Desa |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1988 tentang
Petuniuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan
Femerintahan Desa dan Kelurahan |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor ... Tahun ...
tentang Peraturan Desa (Lembaran Negara Kabupaten Tegal Nomaor
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daiam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Vo Desa adalan
2. Pemerintahan Desa adalah .
3. P el A DEa . .
A P atUraN DS :
BAB 11
{..... Judul Bab ..... )
Pasal 2
Pasal 3
asal 4
(1) e
024 TSR
BAB i}
(.....JuduiBab . . )
Pasal 5
(1) ....................................................................................................................................................
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BAB IV
(... JudulBab .....)

Bagian Pertama
(... Judul Bagian ..... )

Paragraf 1
(... Judul Paragraf ...

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN



Pasal ..........
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BAB Vi
KETENTUAN PIDANA

Pasal
(L e
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BAB Vi

KETENTUAN PERALIHAN
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Peraturan Desa ini muiai beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi ... .

pnada tanaaai
pada tanggal

KEPALADESA . ...




PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DESA ... KECAMATAN .............
NOMOR ............. TAHUN ...
TENTANG

. PENJELASAN UMUM
ii. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 - Cukup Jelas

Pasal 4 {1) . Yang dimaksuddengan ...........................

Cukup Jelas



LAMPIRAN Il © Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
tentang Peraturan Desa
NOMOR - 8 Tahun 2000
TANGGAL : 25 Mei 2000

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA ........ccceeeieieee

Pada hariini ................ tanggal ...........oooeen TOPER .ioissinmniniininsnnnn bertempat di Kantor /
Balai Desa ...................... Kecamatan ........................ Kabupaten Tega! telah diadakan rapat BPD
dalam rangka membahas masalah

Rapat BPD dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang
Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kemasyarakatan dan para anggota BPD
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta sebagai berikut .

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.




KEPUTUSANDESA ...
B BONIA T PP oo e s s s s s e v s s 9 s o
KABUPATEN TEGAL ...
TANGGAL
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DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DESA ..ot
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Keputusan Kepala Desa:
a. Yang Bersifat Mengatur
LAMPIRAN iii: Peraturan Daerah Kahbupaten Tegai
tentang Peraturan Desa
NOMCR : 9 Tahun 2000

TANGGAL : 25 Mei 2000

KEPUTUSAN KEPALADESA ...........
KECAMATAN .............. KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPALA DESA ...: 55 o0 i o5 155
Menimbang a. Dahwa ... ;
B, BaNWE ;
D. dan SeterUSNYA ..o .
Mengingat e e ;
FE PP UPRR :
2. danseterusnya ... ,
MEMUTUSKAN
Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
TENTANG .
BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Desaadalah ... ;
(2} Pemeriniaiiam DB ... s s s 060 m6ee fon i Hn 105 553 Tk el 35 S55ESH Bk b i sk Smsmirioin 4 i ks e i Vi ,
B FOOEIREER L CIR s o o 290 i 00 5 K ot T o AR50 S8 A 0 A S G SO S S S0 6 B ;
Pasal 2
Pasal 3

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dt ...
padatanggal ......................
KEFPALA DESA




Keputusan Kepala Desa
b. Yang Bersifat Penetapan

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ............ KABUPATEN TEGAL
MOMOR ... TAHUM ...
TENTANG
KEPALADESA ...
Menimbang a ENBIDGNER o - s s om0 Al S04 A Nl 8 258 5 98 K 588 W
B, BaIAWE .. :
b. danseterusnya .............................. R .
Mengingat Wi corrmmamnennans 55 e 453 05,055 556 G5 A 6885 A8 58 w5 R B o i i s
2. dan seterusnya ........................... "
MEMUTUSKAN
Menetapkan | KEPUTUSAM KEPALADESA ... KECAMATAM ...
TENTANG e
P R T A A
KEDUA oo e e e e e i i i B3l R S B T R
KETIGA : dan seterusnya.
KEEMPAT :  Keputusan ini muiai beriaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ......................
padatanggal ........cooeeeeil.
KEPALADESA ..............
(. Nama Jelas ... . )

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Ytt

Bupati Tegal di Siawi ;

Camat ... ... di ... ;

dan seterusnya |

Arsip.
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